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ABSTRAK

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan  Model Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung antara lain;  kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai agenda pembangunan global, belum terbangunnya integrasi dan sinkronisasi agenda pembangunan sektoral dengan agenda pembangunan, belum sempurnanya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat kabupaten yang menjadi bahan RAD tingkat provinsi, indikator dalam SDGs masih ada yang tidak biasa digunakan untuk mengukur ketercapaian pembangunan di tingkat daerah, ketersediaan data untuk mengisi capaian indikator SDGs  masih sangat terbatas dan tidak terintegrasi dengan ketersediaan data yang ada, serta belum adanya kerangka regulasi formal untuk menjadi pedoman pelaksanaan capaian SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana model sustainable development goals  di Kabupaten Bandung.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, melalui metode studi kasus. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan memaknai  masing-masing aspek yang diteliti. Kemudian informan dalam penelitian ini antara lain; Kepala Bidang Bappelitbangda, Fungsional Muda dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.
Hasil penelitian menggambarkan  bahwa pilar pembangunan sosial untuk tahun 2020 menunjukkan hasil capaian yang cukup baik. Hasil yang sama juga terlihat dari pilar ekonomi, dimana  capaiannya menunjukkan hasil yang cukup baik. Selain itu, pencapaian tujuan energi bersih dan terjangkau telah tercapai melalui rasio elektrifikasi, sedangkan untuk penggunaan gas rumah tangga masih memerlukan perhatian. Hasil penelitian juga menemukan bahwa pilar lingkungan dari 4 tujuan yang menjadi bagian dari pilar pembangunan lingkungan, hasil capaiannya dinilai cukup baik. Sedangkan pilar pembangunan hukum dan tata kelola kelembagaan terdapat 1 tujuan, yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dinilai belum tercapai.
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PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di berbagai negara di dunia yang sebelumnya mengacu kepada tercapainya milenium development goals (MDGs) telah berakhir sejak tahun 2015. Saat ini, pembangunan berbagai negara  diarahkan untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang memiliki rentang waktu hingga tahun 2030.

Capaian pembangunan berkelanjutan dapat ditentukan dari sejauh mana sebuah negara mampu melaksanakan 17 indikator   dalam  Sustainable  Development   Goals (SDGs), sebagai bentuk komitmen yang telah disepakati oleh seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia saat ini telah dan sedang melaksanakan pembangunan yang berbasis SDGs. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, yakni mencakup 34 Provinsi 514 kabupaten dan kota dimana satu sama lain memiliki karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat yang berbeda beda. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan tantangan dan pemasalahan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut.
Sejalan dengan konteks di atas, Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang cukup berat untuk pencapaian SDGs 2030. Dengan menggunakan metode scorecard, Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor sebesar 2.05 yang artinya mendapatkan nilai C untuk skor kemajuan pencapaian SDGs. Angka ini menunjukkan bahwa capaian tujuan pembangunan di Jawa Barat masih tergolong cukup rendah, meski masih lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 1.89. Pencapaian SDGs di tahun 2030 diprediksi akan masih tertinggal, jika hanya masih mengandalkan kebijakan dan program yang sudah dilakukan (business as usual).

Bagi Kabupaten Bandung sendiri terkait pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)  juga menghadapi beberapa permasalahan dimana terdapat 6 (enam ) tujuan yang pengisian realisasi indikatornya perlu dilakukan pendataan. Pada tujuan tahap pembangunan 2, indikator yang perlu dilakukan pendataan adalah prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan dan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita perhari. Saat ini, data yang tersedia satuannya bukanlah proporsi penduduk, sehingga untuk selanjutnya dibutuhkan pendataan dalam rangka mengetahui banyaknya jumlah penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat minimum. Pada tahap pembangunan 3, realisasi indikator yang perlu mendapatkan pendataan bisa dari komponen data statistik kesejahteraan  rakyat. Pada saat ini, hanya terdapat data mengenai persentase merokok pada usia  > 15 tahun.  Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan  untuk publikasi tahun selanjutnya memasukkan kebutuhan data  di tujuan pembangunan berkelanjutan 3.

Pada tujuan pembangunan berkelanjutan tahap ke 4, terdeteksi belum adanya pendataan mengenai capaian standar kemampuan minimum anak-anak serta pendataan terkait akses dan fasilitas sekolah terhadap sarana prasarana dasar. Oleh karena itu, pada kegiatan selanjutnya dapat dilakukan pendataan untuk mengisi indicator pada tujuan tahap pembangunan 4. Pada tujuan pembangunan berkelanjutan 6 juga belum ada pendataan mengenai proporsi  rumah tangga yang melayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Hal ini dikarenakan instalasi pengelolaan limbah tinja yang ada di Kabupaten Bandung belum dilakukan revitalisasi. Itu sebabnya untuk pencapaian SGDs/TPB tahun selanjutnya, dapat dilakukan pendataan mengenai proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

Pendataan kelembagaan sumber daya air, pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air baru akan dilakukan tahun depan, sehinggga pendataan mengenai kelembagaan sumber daya airnya pun baru dapat dilaksanakan. Pada tujuan pembangunan berkelanjutan tahap 8, beberapa data mengenai akses UMKM terdapat permodalan dan lembaga permodalan belum tersedia, namun dapat dilakukan pendapataan.
Terkait pelaksanaan dan permasalahan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Bandung dapat dilihat  pada tabel di bawah ini:

Tabel : 

Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Kabupaten Bandung

	No 
	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Jml Indikator
	Telah Mencapai Target
	Belum Mencapai Target
	Perlu Pendataan
	Data n/a

	1
	Tanpa Kemiskinan
	23
	18
	5
	-
	-

	2
	Tanpa Kelaparan
	11
	8
	1
	2
	-

	3
	Kehidupan Sehat dan Sejahera
	32
	21
	6
	3
	2

	4
	Pendidikan Berkualitas
	12
	3
	7
	2
	-

	5
	Kesetaraan Gender
	14
	9
	5
	-
	-

	6
	Air Bersih Sanitasi Layak
	17
	10
	5
	2
	-

	7
	Menjamin Akses Energi
	1
	1
	-
	-
	-

	8
	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
	18
	11
	2
	4
	1

	9
	Infrastruktur, Industri dan Inovasi
	11
	10
	-
	1
	-

	10
	Mengurangi Kesenjangan
	7
	5
	
	1
	1

	11
	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan
	10
	9
	1
	-
	-

	12
	Pola Produksi dan Komsumsi Berkelanjutan
	5
	3
	2
	-
	-

	13
	Penangan Perubahan Iklim
	2
	2
	-
	-
	-

	14
	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Samudra dan Maritim
	0
	-
	-
	-
	-

	15
	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
	4
	2
	2
	-
	-

	16
	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang kokoh
	20
	14
	6
	-
	-

	17
	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
	15
	14
	1
	-
	-

	Total


	202
	140
	44
	14
	4


Sumber : Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda Kabupaten Bandung, 2020.

Secara umum, hasil survey menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain: pertama, kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai agenda pembangunan global, kedua, kurangnya integrasi dan sinkronisasi agenda pembangunan sektoral dengan agenda pembangunan (sinkronisasi masih terbatas pada dokumen RPJMD dan RKPD), ketiga, belum sempurnanya penyusunan RAD di tingkat kabupaten yang menjadi bahan RAD Provinsi. Keempat, belum jelasnya target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mendukung target pembangunan global, kelima, indikator dalam SDGs/TPB banyak yang tidak biasa digunakan untuk mengukur ketercapauian pembangunan di tingkat daerah, keenam, ketersediaan data untuk mengisi capaian indikator SDGs/TPB masih sangat terbatas dan tidak terintegrasi dengan ketrsediaaan data yang ada di dalam SIPD. Ketujuh, belum adanya kerangka regulasi formal di Kabupaten Bandung untuk menjadi pedoman pelaksanaan capaian SDGs/TPB (kelembangaan pelaksana SDGs/TPB).
KAJIAN PUSTAKA

Secara konseptual  istilah pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Oleh karena itu, dalam konteks ini pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu dibutuhkan suatu perencanaan yang sistematis, terukur dan komprehensif. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

Sejalan dengan konteks di atas, Rogers dalam Rochajat,dkk. (2011:3)  mengemukakan bahwa pembangunan dimaknai sebagai perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Dalam perspektif lain Rostow dalam Hakim (2004:89) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, manakala pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan akan diukur berdasarkan produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya, (Rochajat,dkk, 2011). Dilihat dalam perspektif bidang sosial, pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Hal yang sangat penting dari aspek pembangunan ini adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Secara substantif pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok, yakni; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif dalam konteks  pembangunan. Hal ini dapat dipahami, karena bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Dengan perkataan lain, manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Terkait dengan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan

2. Pertumbuhan dan distribusi

3. Teknologi tepat guna

4. Kebutuhan dasar

5. Pembangunan berkelanjutan dan

6. Pemberdayaan

Sejalan dengan konteks di atas, Rostow dalam Hakim (2004) mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belom mengetahui teknologi modren, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan perternakan.

2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modren untuk menuju negara industri.

3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industri

4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.

5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat komsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Dalam perspektif yang berbeda Tjokrowinoto (2006 : 16) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat, antara lain:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexsibel dan menyesuaikan dengan kondisi local
4. Didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
5. Proses pembentukan jejaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka megidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembagunan di tingkat local”.

Pada intinya pembangunan yang berpusat pada rakyat mengasumsikan bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatam keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi, negara dengan masyarakat.
Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, serta budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia, menyebabkan arah pembangunan masa depan menjadi semakin kurang jelas. Hadirnya konsep Sustainable Development memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan dan generasi yang akan datang.
Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup di Stocklom pada tahun 1972. Latar belakang diadakan konferensi tersebut dipicu oleh kekhawatiran global akan kemiskinan yang berlarut-larut dan meningkatnya ketidakadilan sosial, ditambah dengan kebutuhan pangan dan masalah lingkungan global serta kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas.
Sejalan dengan konteks di atas, Budimanta (2005: 30) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Hal senada dikemukakan oleh Salim (2003: 32) yang menandaskan bahwa “Pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuiti sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan)”. Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal : ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui). Sedangkan Marlina (2009 : 20), berpendapat bahwa “ pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, tetapi lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan”.
Sementara itu, Traub & Sachs (2015: 40) menjelaskan bahwa konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyelaraskan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia serta tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (Sudarmadji, 2008).
Salah satu yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan adalah dimensi manusia atau disebut dengan ‘pembangunan manusia’. Dalam konteks tersebut, ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu pemerataan atau kesetaraan (equity), berkelanjutan, produktivitas dan pemberdayaan (Firdaus, 1998 : 51).
Dalam perspektif lain, Sutamihardja (2004 : 45), menyatakan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.

2) Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

4) Mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang.

5) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

6) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Prinsip konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Fauzi (2004), konsep keberlanjutan paling tidak mengandung dua dimensi : pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.
Lebih lanjut Fauzi (2004 : 45), menyatakan aspek keberlajutan dari sisi yang berbeda. Keberlanjutan dari sisi statis diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.”
Fauzi (2004 : 46), mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian : pertama, suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (nondeclining consumption), kedua, keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, ketiga, keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non-declining), keempat, keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan kelima, keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.
Dari berbagai konsep di atas, sesungguhnya dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan dan partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang (Askar Jaya, 2004 : 48).
Sejalan dengan pendangan di atas, Djajadiningrat (2005: 123) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan atau kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup dalam hal ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan.
Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang sekarang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) menurut Santoso (2019 : 40) sesungguhnya ditujukan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun,  dengan target sebagai berikut :

1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan  kurang dari 1,25 dolar perhari.

2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki laki, perempuan dan anak anak dari semua usia, yang hidup  dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

3. Menetapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cukupan substansial yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cukupan  substansial bagi kelompok yang rentan.

4. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol  atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan sumber daya alam,  teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

5. Pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial lingkungan dan bencana 

Lebih lanjut Santoso (2019 : 105), mengemukakan bahwa  untuk mempermudah pemahaman substansi, perencanaan program dan kegiatan, sampai ke pelaksanaan, dan evaluasi, maka 17 tujuan dalam SDGs/TPB dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia (social), ekonomi, (ekonomi hijau), lingkungan (lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati), serta hukum dan tata kelola (institusi dan tata Kelola untuk SDGs. Kemudian untuk memahami kerangka berfikir penelitian yang akan dilakukan, peneliti dapat melukiskan dalam gambar di bawah ini:
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pembangunan SDGs 

Secara substantif pelaksanaan Sustainable Development Goal (SDGs) di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hasil temuan tersebut dikuatkan oleh adanya beberapa indikator yang belum seluruhnya sinkron antara Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2018 tentang RAD (Rencana Aksi Daerah). Selain itu, Kabupaten Bandung juga belum mempunyai RAD yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan program SDGs. Oleh karena itu, dalam melaksanakan Sustainable Development Goal (SDGs) Pemerintah Kabupaten Bandung berpedoman pada RPJMD 2005-2025 dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Sesuai dengan Amanat Presiden Nomor 59 Tahun 2017 bahwa dalam melaksanakan Sustainable Development Goal (SDGs), pemerintah pusat mempunyai Rencana Aksi Nasional (RAN), yang secara operasional harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD). Hasil temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung belum mempunyai Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk menterjemahkan program Sustainable Development Goal (SDGs). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung hanya menjalankan Sustainable Development Goal (SDGs) dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, indikator SDGs diatur langsung oleh pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang bertentangan dengan kondisi daerah. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan sebagian SKPD belum sepenuhnya mengetahui dan memahami dengan jelas program Suistainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan. Dalam konteks inilah, dibutuhkan adanya sosialisasi yang kontinu dan terukur  kepada semua SKPD di Kabupaten Bandung,  sehingga program SDGs tersebut bisa dilaksanakan tepat sasaran. 

Mengacu pada instrument penelitian yang digunakan, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan  temuan penelitian yang didasarkan kepada 4 pilar yang menjadi basis analisis sesuai dengan teori yang dijadikan sebagai rujukan. Adapun hasil analisis terkait dengan pelaksanaan Program SDGs di Kabupaten Bandung, meliputi analisis pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan analisis pilar hukum dan penataan kelembagaan.

1. Pilar Sosial

Hasil temuan menunjukkan bahwa pilar sosial dalam pelaksanaan Pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung nampaknya belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut dikuatkan oleh fakta empiris yang menggambarkan bahwa dari 72 indikator yang telah mencapai target, baru sebanyak 45 indikator target yang telah ditentukan, sedang 7 indikator perlu pendataan. Adapun indicator yang membutuhkan pendataan tersebut, antara lain; indikator privalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalenne of undernourishment), indikator proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita perhari, indikator persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun, angka kematian (insiden rate) akibat bunuh diri, indikator umnet need pelayanan kesehatan, indikator proporsi kematian akibat bencana, indikator proporsi anak dan remaja (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD kelas VI, (c) tingkat akhir SMP kelas 9.

Hasil penelitian juga mengungkap adanya 20 indikator yang belum mencapai target,  antara lain; indikator proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, indikator imunisasi, indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum, indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, indikator  kualitas konsumsi pangan  yang diindikasikan oleh sektor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan, indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, indikator persentase kabupaten/ kota  yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, indikator Fertilitu Rate (TFR), indikator jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1000 penduduk, indikator cakupan Jaminan Kesehatan (JKN), indikator persentase SD/MI berakreditasi minimal B, indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, indikator lama sekolah  penduduk umur >15 tahun, indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD), indikator persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun, indikator proporsi  perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berumur 15 tahun dan sebelum berumur 18 tahun, indikator median  usia pertama perempuan pernah kawin umur 24-49 tahun, indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah, indikator proporsi perempuan umur 15 – 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan produksi.

2. Pilar Ekonomi

Temuan penelitian mengungkap bahwa hasil evaluasi tahun 2016-2021 dengan jumlah 41 indikator yang sudah tercapai, ada 29 indikator yang sudah memenuhi sedangkan 12 indikator lainnya masih perlu pendataan dan belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun indikator yang perlu mendapat pendataan, antara lain: indikator laju pertumbuhan PDB pertenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDM riil perorangan bekerja pertahun perlu pendataan, indikator jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa perlu pendataan, indikator proporsi UMKM terhadap total kredit, proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Sedangkan indikator yang belum mencapai target, antara lain sebagai berikut : indikator tingkat pengangguran  berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, indikator persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET), indikator koefisien gini, indikator persentase sampah perkotaan yang ditangani, indikator jumlah produk ramah lingkungan yang terigester, indikator jumlah fasilitas public yang menerapkan standar pelayanan masyarakat (SPM) dan terisgister, indikator luas lahan keseluruhan, indikator tersedianya kerangka legislasi administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

3. Pilar Lingkungan

Hasil penelitian menemukan bahwa dari perspektif pembangunan pilar lingkungan ditemukan fakta dari 15 indikator  yang menjadi parameter, 9 indikator dinilai telah mencapai target, sedangkan 4 indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan, kemudian 2 indikator lainnya masih membutuhkan pendataan. Adapun indicator yang belum mencapai target tersebut, antara lain yaitu indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, indikator proporsi populasi yang memiliki layanan akses sumber air minum dan berkelanjutan, indikator insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, dan indikator jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Sedangkan dua indikator yang perlu mendapatkan pendataan, antara lain indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, dan indikator kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.

4. Pilar Hukum dan Kelembagaan

Hasil temuan penelitian telah mengungkap bahwa pilar hukum dan kelembagaan nampaknya belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Temuan tersebut dikuatkan oleh data empiris yang menggambarkan bahwa dari 28 indikator yang menjadi parameter,  5 indikator dinilai belum sepenuhnya  mencapai target sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Adapun ke 5 indikator yang dimaksud, antara lain; indikator jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri, indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), indikator persentase pengguna e procurement terhadap belanja pengadaan, dan indikator jumlah kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi hukum HAM Internasional.

Faktor yang Menyebabkan Sustainable Development Goals (SDGs) Belum Efektif

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa factor yang menyebabkan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif, antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja wilayah yang berkaitan dengan; pelaksanaan layanan kesehatan dan ibu melahirkan yang dilanjutkan dengan pencatatan akta kelahiran, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, masih rendahnya minat baca, belum stabilnya aliran listrik ke rumah warga,  belum optimalnya kualitas pelayanan publik  serta belum efektif dan efisiennya manajemen pemerintahan;

2. Masih rendahnya kualitas hidup penduduk miskin, belum optimalnya cakupan perlindungan sosial, masih rendahnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menciptakan SDM yang kompetitif, belum optimalnya strategi perekonomian yang berdaya saing dan inovatif, belum efektifnya program perekonomian yang berbasis desa, serta belum efisien kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;

3. Belum optimalnya peran perempuan pada pos pengambilan keputusan, mengakhiri diskriminasi perempuan, perwujudan strategi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, belum optimalnya akses industri terhadap layanan jasa keuangan, belum efektifnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur dan retrofit industri, serta belum efektifnya pengolahan limbah industri dan sampah yang didaur ulang;

4. Belum efektifnya pendataan akses rumah tangga terhadap fasilitas pelayanan dasar dan sanitasi yang layak, rendahnya kesehatan masyarakat terutama merokok dan obesitas, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah, belum efektifnya penggunaan gas dan pengaduan pelanggaran HAM, masih banyaknya jumlah korban meninggal hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana, belum efektinya produksi limbah sampah dan jenis penanganannya, belum optimalnya fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat teregister dan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi yang diberikan kepada orang miskin.

Model Program Pembangunan SDGs di Kabupaten Bandung

Pelaksanaan  Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat dari peran pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dinilai mendukung efektivitas pelaksanaan Sustainable Development Goals itu sendiri. Sedangkan konsep ideal dari pelaksanaan SDGs disampaikan oleh Joachim Monkelbaan dalam bukunya Governance For The Sustainable Development Goals yang menyatakan bahwa pemahaman tentang pemerintah adalah government sebagai lembaga dan governance sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).  Hal tersebut mangandung makna bahwa tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan SDGs ditempatkan baik sebagai “sarana” dan juga sebagai “tujuan”. Jika kedua tata kelola tersebut dapat dilakukan secara sinergis, maka efektivitas dari SDGs dapat tercapai. Ilustrasi sinergitas tata kelola tersebut, dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini: 



Gambar 

Hubungan SDGs dengan Governance

Gambar di atas, mengilustrasikan adanya dua hubungan utama antara pemerintahan dan SDGs. Pada satu sisi, pemerintah dinilai sangat penting untuk pencapaian pelaksanaan SDGs. Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan merupakan 'sarana' yang penting dalam melakukan sosialisasi dan mobilisasi untuk menerapkan SDGs. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat dilihat sebagai tujuan dalam pencapaian program SDGs itu sendiri. Namun demikian, beberapa pakar, seperti Elder et al. (2016) melihatnya lebih sebagai sarana penting untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang memuat 4 pilar, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan kelembagaan  dengan 17 indikator menjadi  acuan yang harus dijalankan pemerintah daerah.  Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) masih ada yang belum sinkron dengan Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga target yang telah ditentukan pemerintah pusat belum dapat tercapai. Bahkan ada beberapa indikator masih perlu dilakukan pendataan. 

Kondisi di atas, nampaknya juga dihadapi oleh Pemeritah Kabupaten Bandung. Dalam konteks pelaksanaan program SDGs, Pemerintah Kabupaten Bandung  menjalankan pembangunannya berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati antara pihak eksekutif (baca: pemerintah daerah) dan DPRD Kabupaten Bandung. Namun, masalahnya substansi rencana pembangunan yang tersurat dalam RPJMD Kabupaten Bandung  masih ada yang belum sinkron dengan  17 indikator Pembangunan yang tercantum dalam SDGs. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kajian yang komprehensif dan mendalam agar setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memahami serta mampu melakukan  sinergitas dan sinkronisasi dengan program SDGs yang dicanangkan oleh pemerintah  pusat.

Sejalan dengan konteks di atas, maka untuk mensinkronkan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui RPJMD 2005-2030,  peneliti mencoba mendesain sebuah model Pembangunan Berkelanjutan yang mungkin  bisa diterapkan oleh Pemerintah  Kabupaten Bandung,  sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Model Sustainable Development Goals untuk Kabupaten Bandung

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kebijakan Gubernur No 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka menterjemahkan Pembangunan Berkelanjutan harus sejalan (sinkron) dengan esensi program   Sustainable Development Goals (SDGs) yang di justifikasi oleh Peraturan Presiden No 59 tahun 2017  dan diterjemahkan  melalui Rencana Aksi Nasional (RAN). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan kolaborasi dan menyamakan persepsi dengan berbagai pemangku kepentingan agar terbangun keselarasan  antara esensi program   Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung  tahun 2005 – 2030). Dengan demikian, diharapkan tercipta keselarasan dalam menterjemahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)  di Kabupaten Bandung. 

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka secara komprehensif dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pertama, implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Bandung didasarkan pada empat pilar yang menjadi basis keberhasilan SDGs, yakni  pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta pilar hukum dan tata Kelola. Kedua, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (SDGs) di Kabupaten Bandung  secara empirik belum sepenuhnya dapat diterjemahkan secara optimal.  Hal ini disebabkan oleh substansi rencana pembangunan yang tersurat dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2005-2030, yang belum seluruhnya sinkron dengan 17 indikator pembangunan sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development  Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ketiga, untuk mengatasi adanya disparitas antara esensi RPJMD Kabupaten Bandung 2005-2030 dengan 17 Indikator SDGs,  Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar terbangun adanya kesamaan persepsi dan substansi dalam menterjemahkan program  Sustainable Development Goals (SDGs). 
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